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Abstract

The purpose of this research is to analyze the determinants of regional variation in
Indonesia poverty. This research uses cross-sectional and pooling data of the period 1996
and 1999.

The empirical results show that the determinants of regional variation in Indonesia
poverty are human development index (HDI) (includes: income percapita (YPC), life of
expectacy (HH), and mean years of schooling /RS)), income inequality (RG), physical
investment (IFP), population without access to health facilities (PNH), and population

without access to save water (PNW), and economic crisis (DT).
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LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan orang-orang miskin
sudah dikenal dan selalu ada di setiap
peradaban manusia. Oleh karena itu
beralasan sekali bila mengatakan bahwa
kebudayaan umat manusia dalam setiap
zamannya tidak pernah lepas dari orang-
orang miskin mulai dari awal peradaban
hingga sekarang ini. Berdasarkan laporan
Bank Dunia, pada tahun 1996 penduduk
dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan
dunia adalah 1,19 milyar jiwa lebih.
Sebagian besar penduduk miskin dunia
tersebut hidup di negara-negara berkembang
(di benua Asia bagian selatan dan Afrika
Sub-Sahara) sebagaimana dijelaskan pada
Tabel 1.

Dua kawasan yang mengalami
peningkatan tingkat kemiskinan secara tajam
adalah Eropa dan Asia Tengah serta Afrika
Sub-Sahara. Pada tahun 1990 jumlah
penduduk miskin di Eropa dan Asia Tengah
adalah 7,1 juta orang meningkat menjadi
24,0 juta orang pada tahun 1998. Fenomena
yang sama terjadi di Afrika Sub-Sahara yang
sebetulnya sudah tinggi pada tahun 1990,

yaitu 242,3 juta orang menjadi 290,9 juta
orang pada tahun 1998.

Kemiskinan bukan hanya masalah di
tingkat dunia saja. Indonesia sebagai negara
yang masih berkembang juga mengalami
masalah ini sejak kemerdekaannya hingga
saat ini. Perhitungan jumlah penduduk
miskin tingkat nasional dan propinsi di
Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) setiap tiga tahun sekali mulai
tahun 1976 berdasarkan data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul
konsumsi.

Pada tahun 1976 penduduk Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan
adalah 54,2 juta atau 40,1%, sementara pada
tahun 1996 adalah 22,5 juta atau 11,3% dari
total penduduk (lihat Tabel 2). Sampai tahun
1996 penentuan garis kemiskinan sebagai
tolak ukur dalam menentukan jumlah
penduduk yang miskin masih menggunakan
standar lama sehingga belum dapat
mencerminkan keadaan yang sebenarnya
terutama mengenai cakupan komoditi.
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Tabel 1.
Tingkat Kemiskinan Dunia (juta jiwa)
Region 1990 1993 1996 1998
Asia Timur dan Pasifik 452,4 (27,6) 431,9(25,2) | 265,1(14,9) 278,3(15,3)
Tidak Termasuk China 92,0(18,5) 83,5(15,9) 55,1(10,0) 65,1(11,3)
Eropa dan Asia Tengah 7,1(1,6) 18,3(4,0) 23,8(5,1) 24,0(5,1)
Amerika Latin dan Caribia 73,8(16,8) 70,8(15,3) 76,0(15,6) 78 2( 5,6)
Timur Tengah dan Afrika Utara 5,7(2,4) 5,0(1,9) 5,0(1,8) 5,5(1,9)
Asia Selatan 495,1(44,0) 505,1(42,4) | 531,7(42,3) 522 0(40 0)
Afrika Sub-Sahara 242,3(47,7) 273,3(49,7) | 289,0(48,5) 290,9(46,3)
Total 1276,4(29) 1304,3(28) 1190,6(25) 1196,9(24)
Tidak Termasuk China 915,9(28,1) 955,9(27,7) | 980,5(27,0) 985,7(26,2)

Catatan: garis kemiskinan dunia adalah US$ 1 per hari yang disesuaikan dengan tingkat daya beli
atau purchashing power parity (PPP). Dalam kurung adalah persentase populasi hidup di

bawah US$ 1.

Sumber: World Development Report, World Bank, (2000/2001 ).

Tabel 2.

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1976 — 1999

Garis Kemiskinan Populasi di bawah Populasi di bawah
Tahun (Rp/Kapita/Bulan) Garis Kemiskinan (juta) Garis Kemiskinan (%)

Kota Desa Kota Desa Kota+ Kota Desa Kota+

Desa Desa

1976 4.522 2.849 10,0 44,2 54,2 38,8 40,4 40,1
1978 4.969 2.981 8,3 38,9 47,2 30,8 33,4 33,3
1980 6.831 4.449 9,5 32,8 42,3 29,0 28,4 28,6
1981 9.777 5.877 9,3 31,3 40,6 28,1 26,5 26,9
1984 | 13.731 7.746 9,3 20,3 35,0 23,1 21,2 21,6
1987 | 17.381 10.294 9,7 25,7 30,0 20,1 16,1 17,4
1990 | 20.614 | 13.295 9,4 17,8 27,2 16,8 14,3 15,1
1993 | 27.905 | 18.244 8,7 17,2 25,9 13,5 13,8 13,7
1996 | 38.246 | 27.413 72 15,3 22,5 9,7 12,3 11,3
1996' | 42.031 | 31.366 9,6 24,9 34,5 13,6 19,9 17,7
1999 | 92409 | 74.272 15,7 32,7 48,4 19,5 26,1 23,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000). Tandal menunjukkan penggunaan standar baru tahun 1998.
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Sejak Desember 1998 telah digunakan
standar baru. Seperti sebelumnya, standar
tersebut juga dinamis, menyesuaikan dengan
perubahan pola konsumsi. Namun demikian
perbedaan standar 1998 dari standar
sebelumnya (1996) lebih dikarenakan oleh
perluasan cakupan komoditi yang diperhi-
tungkan dalam kebutuhan dasar, bukan
karena pergeseran pola konsumsi. Selain itu,
standar baru tersebut juga telah disempur-
nakan agar dapat dibandingkan antar daerah
dengan tingkat harga yang telah distandarkan
pada tingkat harga di DKI Jakarta dan dapat
dibandingkan antar waktu dengan menyamakan
pendapatan riil dari penduduk referensi
(BPS, 2000).

Dari hasil perhitungan ukuran garis
kemiskinan makanan dan non makanan di
atas dengan standar baru yang disempurnakan
(1998), maka diperoleh garis kemiskinan
Februari 1996 dan Februari 1999 untuk
tingkat propinsi di perkotaan dan perdesaan
yang dijelaskan dalam Grafik 1. Garis ke-
miskinan di perkotaan secara nasional pada
tahun 1996 adalah Rp 42.031/kapita/bulan
sedangkan di  perdesaan adalah Rp
31.366/kapita/bulan. Pada tahun 1999, garis
kemiskinan untuk daerah perkotaan secara
nasional adalah Rp 92.409/kapita/bulan
dengan komposisi Rp 70.959 (76,79%)
untuk komponen makanan dan Rp 21.450
(23,21%) untuk komponen non makanan,
sedangkan untuk daerah perdesaan adalah Rp
74.272/kapita/bulan  dengan  komponen
untuk makanan adalah Rp 59.822 (80,54%)
dan untuk komponen non makanan Rp
14.450 (19,45%).
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Dari metode perhitungan BPS tersebut,
garis kemiskinan untuk propinsi dan
kabupaten pada tahun 1996 dan 1999 juga
dapat dihitung meskipun pada tingkat
kabupaten tidak dapat dipisahkan antara
perkotaan dan perdesaan. Dari hasil
perhitungan BPS tersebut tergambar dalam
Grafik 1 dan pada Tabel 3.

Rata-rata garis kemiskinan per pulau
besar untuk kategori bahan makanan di
daerah perkotaan justru berada di Kalimantan,
yaitu Rp 33.988/kapita/bulan pada tahun 1996
dan meningkat menjadi Rp 79.049/kapita/bulan
pada tahun 1999. Hal ini mengindikasikan
bahwa tingkat kebutuhan hidup untuk bahan
makanan di Kalimantan lebih besar diban-
dingkan dengan rata-rata tingkat kebutuhan
hidup di pulau-pulau besar lainnya. Namun
jika dijelaskan dengan tingkat perubahan
rata-rata garis kemiskinan daerah perkotaan
per pulau, maka perubahan yang tertinggi
justru pada Sulawesi dari Rp 29.613/kapi-
ta/bulan pada tahun 1996 menjadi Rp
70.811/kapita/bulan pada tahun 1999 atau
mengalami kenaikan sebesar 139, 35% atau
46,45% pertahun.

Untuk kategori non makanan, rata-
rata tertinggi garis kemiskinan per pulau di
daerah perkotaan adalah untuk Maluku dan
Papua yang pada tahun 1996 mencapai Rp
12.267/kapita/bulan menjadi Rp 25.137/ka-
pita/bulan atau mengalami kenaikan sebesar
102,63% atau 34,21% pertahun. Secara ke-
seluruhan untuk kategori makanan dan non
makanan di daerah perkotaan, rata-rata
tertinggi per pulau juga pada Papua dan
Maluku yaitu Rp 45.987/kapita/bulan pada
tahun 1996 menjadi Rp 100.740/kapita/bu-
lan pada tahun 1999.
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Grafik 1.
Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1996 dan 1999
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Tabel 3.
Rata-rata Komposisi Garis Kemiskinan Tahun 1996 dan 1999
Garis Kemiskinan Perkotaan
Propinsi Makanan Non Makanan Garis Kemiskinan
1996 | 1999 | ) | 1906 | 1909 | ") | 1996 | 1999 | (%)
Perub! Perub! Perub!
Sumatera 32345 | 75474 | 44,58 | 11231 | 20187 | 26,74 | 43576 | 95662 | 39,89
Jawa, Bali

NTB, NTT 30192 | 71471 | 45,52 | 11893 | 21607 | 27,13 | 42085 | 93078 | 40,35

Kalimantan 33988 | 79049 | 44,15 | 10713 | 20111 | 29,18 | 44700 | 99159 | 40,64

Sulawesi 29613 | 70811 | 46,45 | 10509 | 18265 | 24,54 | 40122 | 89075 | 40,69
Maluku & Papua 33720 | 75603 | 41,51 | 12267 | 25137 | 34,21 | 45987 | 100740 | 39,70
Nasional 30454 | 70959 | 44,33 | 11577 | 21450 | 28,43 | 42031 | 92409 | 39,95

Garis Kemiskinan Perdesaan

Sumatera 26528 | 63515 | 46,60 | 6855 | 12867 | 29,37 | 33383 | 76382 | 42,95

Jawa, Bali,
NTB, NTT2 23159 | 58935 | 51,47 | 7696 | 15142 | 32,47 | 30855 | 74078 | 46,65

Kalimantan 28699 | 70358 | 48,24 | 6936 | 13321 | 30,82 | 35635 | 83679 | 44,85

Sulawesi 24422 | 60093 | 48,79 | 7029 | 13336 | 30,20 | 31450 | 73428 | 44,49
Maluku & Papua 31218 | 75328 | 47,14 | 9240 | 19114 | 35,82 | 40458 | 94442 | 44,55
Nasional 23844 | 59822 | 50,30 | 7522 | 14450 | 30,70 | 31366 | 74272 | 45,60

Catatan: ' rata-rata pertahun, * tidak termasuk DKI Jakarta.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2000).
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Sementara untuk daerah perdesaan,
untuk kategori makanan pada tahun 1999
rata-rata tertinggi terdapat di Maluku dan
Papua yang mencapai Rp 75.328/kapita/bulan
atau mengalami peningkatan 141,42%
dibandingkan dengan tahun 1996. Garis
kemiskinan kategori makanan tertinggi di
kawasan perdesaan juga berada di Maluku
dan Papua yang mencapai Rp 19.114/perka-
pita/bulan pada tahun 1999. Nilai ini
mengalami peningkatan sebesar 107,47%
dibanding tahun 1996 atau mengalami
peningkatan sebesar 35,82% pertahun.

Penelitian ini akan mencoba untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempenga-
ruhi tingkat kemiskinan per propinsi di
Indonesia tahun 1996 dan 1999. Penggunaan
kurun waktu 1996 dan 1999 mempunyai
beberapa keuntungan karena pada tahun-
tahun tersebut perhitungan tingkat kemis-
kinan mempunyai standar yang sama. Selain
itu, tahun 1996 dapat mencerminkan keada-
an sebelum terjadinya krisis dan tahun 1999
mencerminkan keadaan setelah krisis mone-
ter tahun 1997.

PENGARUH KRISIS EKONOMI
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DAN KESEJAHTERAAN

Berdasarkan garis kemiskinan per
propinsi tersebut BPS telah menghitung
jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
per propinsi pada tahun 1996 dan 1999.
Hasil-hasil perhitungan tersebut dijelaskan
pada Tabel 4. Dari total penduduk di bawah
garis kemiskinan sebanyak 34,16 juta pada
tahun 1996, 53,50% berada di Propinsi Jawa
Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah
sedangkan sisanya atau 46,50% tersebar di
propinsi-propinsi lainnya.

Kondisi pada tahun 1996 tidak jauh
berubah, dari segi geografis setelah
terjadinya krisis ekonomi. Pada tahun 1999
jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
secara total tiap propinsi adalah 47,98 juta
jiwa. Dari total jumlah tersebut, sebagian

Samsubar Saleh, Faktor —faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia

besar atau 57,19% masih terdapat di ketiga
propinsi tadi, di Propinsi Jawa Timur
sebanyak 21,44%, Jawa Tengah sebanyak
18,25% dan Jawa Barat sebanyak 17,50%,
sedangkan sisanya tersebar di propinsi-
propinsi lainnya.

Pertumbuhan tingkat kemiskinan di
daerah perkotaan secara absolut paling
tinggi terjadi pada Propinsi Jawa Barat yang
mencapai 2,29 juta jiwa selama kurun waktu
1996-1999 sedangkan yang terendah terjadi
pada Propinsi Kalimantan Tengah yaitu
sebesar 6 ribu jiwa. Namun jika dilihat dari
persentase perubahan maka propinsi yang
paling menderita akibat krisis ekonomi yang
melanda Indonesia di daerah perkotaan
adalah Propinsi Kalimantan Timur yang
mencapai 189,37% atau rata-rata 63,12%

pertahun.
Jika dikaji lebih mendalam maka
perubahan penduduk di bawah garis

kemiskinan di daerah perdesaan pada tahun
1996-1999 tertinggi berada di Propinsi
Jambi yang mencapai 127,11% atau rata-rata
42,37% pertahun, sementara perubahan
terendah justru terjadi di Propinsi Maluku
yang hanya mencapai 2,02% atau rata-rata
naik sebesar 0,67% pertahun. Meskipun
secara absolut, perubahan tertinggi terjadi di
Propoinsi Jawa Timur yaitu mencapai 1.990
ribu orang. Hal ini mengindikasikan bahwa
propinsi yang paling menderita sebagai
akibat krisis ekonomi yang melanda
Indonesia adalah Propinsi Jambi meskipun
secara absolut yang paling menderita adalah
Propinsi Jawa Timur.

Secara total, perubahan di perkotaan
ditambah perdesaan yang paling tinggi
dalam angka absolut adalah Propinsi Jawa
Barat yang mencapai pertambahan orang
miskin sebanyak 4,04 juta jiwa sedangkan
yang terendah adalah Propinsi Sulawesi
Utara yang hanya mencapai 29 ribu jiwa.
Namun, jika dilihat dari persentase total di
perkotaan ditambah perdesaan, maka yang
paling menderita adalah Propinsi Kalimantan
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Timur yaitu mencapai 123,63% atau
meningkat rata-rata 13,75%  pertahun
sedangkan yang paling rendah adalah
Propinsi Sulawesi Utara yang hanya
meningkat sebesar 5,98% atau rata-rata
0,67% pertahun.

Secara lebih umum, pada Tabel 5
disajikan indeks atau rasio perhitungan yang
menggambarkan kesejahteraan dan
kesenjangan masyarakat per propinsi di
Indonesia tahun 1996 dan 1999. Indeks atau
rasio tersebut adalah indeks pengembangan
manusia (IPM) atau human development
indeks (HDI) dan rasio Gini. HDI merupakan
indeks yang menggambarkan keadaan
pembangunan sumber daya manusia di
daerah yang berasal dari empat komponen,
yaitu angka harapan hidup, tingkat melek
huruf orang dewasa, rata-rata lama sekolah
dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Di lain pihak, rasio Gini menggam-
barkan kesenjangan berdasarkan kelompok

ISSN : 1410-1641

pendapatan. Berdasarkan metode tersebut,
HDI tertinggi untuk tahun 1996 dicapai oleh
Propinsi DKI Jakarta sedangkan yang
terendah oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada tahun 1999, nilai HDI untuk setiap
propinsi mengalami penurunan. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh terjadinya
krisis ekonomi tahun 1997.

Rasio Gini pada tahun 1996 secara
nasional adalah 0,36 sedangkan pada tahun
1999 menurun menjadi  0,33. Namun
demikian, kecenderungan rasio Gini pada
tahun 1996 dan 1999 di tingkat propinsi
berbeda antara satu propinsi dengan propinsi
lainnya. Di antara propinsi yang mengalami
pelebaran kesenjangan adalah Propinsi DKI
Jakarta yang pada tahun 1996 mempunyai
rasio Gini sebesar 0,36 menjadi 0,46 pada
tahun 1999. Di lain pihak propinsi yang
kecenderungan  kesenjangannya  untuk
menyempit adalah Propinsi DI Yogyakarta
dan Propinsi Sulawesi Utara.
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Tabel 4.
Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (ribu jiwa)

Propinsi Perkotaan Peof b Perdesaan Peof b Perk+Perd Peof b

1996 1999 | 1996-99 | 1996 1999 | 1996-99 | 1996 1999 | 1996-99
NAD 57,7 | 104,7 o715 | 4341 | 4975 487 | 4918 | 6022 249
Sumut 559,0 | 968,44 o441 | 916,7 | 1004,0 349 | 14757 | 19727 3.74
Sumbar | 1025 | 2374 4387 | 3238 | 364,1 445 | 4263 | 6015 457
Riau 850 | 1427 263 | 4118 | 4470 og5 | 4968 | 589,7 208
Jambi 1343 | 176,9 1057 | 2202 | 500,1 4237 | 3545 | 677,0 10.11
Bengkulu |  265,6 566,3 37.74 885,8 | 1247,0 1361 | 11514 | 18137 6.39
Sumsel 83,9 97,7 548 | 1930 | 204,6 1124 | 2369 | 3023 3.07
Lampung | 254,1 | 307,2 6.97 | 1458,0 | 1730,0 g.oo | 17122 | 2037,2 211
DKI 2158 | 379,6 2530 - - - | 2158 | 379,6 8.42
Jabar 1993,0 | 4279,0 3823 | 2366,0 | 41150 o464 | 4358,7 | 83935 10.29
Jateng | 1973,0 | 3032,0 17.88 | 4444,0 | 57230 9.59 | 6417,6 | 87554 4.05
DIY 2864 | 4827 g5 | 2514 | 3064 709 | 5378 | 789,11 5.19
Jatim 2255,0 | 3048,0 11.72 | 5249,0 | 7239,0 12.64 | 7503,3 | 10286 4.12
Bali 86,9 | 1145 1059 | 140,1 143,3 076 | 2270 | 2578 1.52
NTB 2236 | 2493 383 | 9457 | 1028,0 289 | 1169,3 | 1276,9 1.02
NTT 130,9 146,3 392 | 1264,0 | 1633,0 9.72 | 1395,1 | 1779,0 3.06
Kalbar 69,9 95,7 1230 | 8158 | 920,6 408 | 8857 | 1016,3 1.64
Kalteng 20,6 26,5 955 | 2012 | 2353 565 | 2218 | 2618 2,01
Kalsel 84,4 99,5 5.96 163,1 340,7 36.30 247,5 440,2 8.64
Kaltim 442 | 1279 63.12 | 1835 | 3813 3503 | 227,7 | 5092 13.75
Sulut 85,3 102,9 6.88 390,9 401,8 0.93 476,2 504,7 0.67
Sulteng 64,1 125,7 3003 | 3714 | 4737 918 | 4355 | 5994 419
Sulsel 3158 | 4472 13.87 | 9525 | 10150 048 | 1268,3 | 1462,0 1.70
Sultra 53,4 68,7 955 | 4130 | 4362 187 | 4664 | 5049 0.91
Maluku 1042 | 166,6 19.96 | 8305 | 8473 0.67 | 9347 | 10139 0.94
Papua 36,8 49,6 1159 | 7935 | 1099,0 12.84 | 8303 | 11487 4.96
Indonesia| 9586 | 15644 21.06 24579| 32332 1052 | 34164 | 47975 249

Catatan: * Perubahan rata-rata pertahun.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2000).

JEP Vol 7, No. 2, 2002 93



Samsubar Saleh, Faktor —faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia ISSN : 1410-1641

Tabel S.
Human Development Index (HDI) dan Rasio Gini Per Propinsi Tahun 1996 dan 1999
Propinsi HDI Rasio Gini

1996 1999 1996 1999
NAD 69,4 65,3 0,26 0,27
Sumut 70,5 66,6 0,30 0,27
Sumbar 69,2 65,8 0,28 0,25
Riau 70,6 67,3 0,30 0,27
Jambi 69,3 67,3 0,25 0,26
Bengkulu 68,0 63,9 0,30 0,27
Sumsel 68,4 64,8 0,27 0,28
Lampung 67,6 63,0 0,28 0,29
DKI 76,1 72,5 0,36 0,46
Jabar 68,2 64,6 0,36 0,29
Jateng 67,0 64,6 0,29 0,27
DIY 71,8 68,7 0,38 0,34
Jatim 65,5 61,8 0,31 0,29
Bali 70,1 65,7 0,31 0,28
NTB 56,7 54,2 0,29 0,25
NTT 60,9 60,4 0,30 0,28
Kalbar 63,6 60,6 0,30 0,27
Kalteng 71,3 66,7 0,27 0,27
Kalsel 66,3 62,2 0,29 0,27
Kaltim 71,4 67,8 0,32 0,29
Sulut 71,8 67,1 0,34 0,28
Sulteng 66,4 62,8 0,30 0,30
Sulsel 66,0 63,6 0,32 0,28
Sultra 66,2 62,9 0,31 0,28
Maluku 68,2 67,2 0,27 0,29
Papua 60,2 58,8 0,39 0,44
Indonesia 67,7 64,3 0,36 0,33

Sumber: Indonesia Human Development Report, BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001).
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FAKTOR-FAKTOR PENENTU
TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL
DI INDONESIA

Untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat kemiskinan
regional di Indonesia dapat dilakukan dengan
pendekatan regresi. Dalam pendekatan
regresi tersebut, variabel yang berfungsi
sebagai variabel dependen adalah variabel
tingkat kemiskinan. Dengan demikian model
estimasi tingkat kemiskinan di Indonesia per
propinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

POV:a+XX{ + € (1)
POV, = o + yix{'t +&t. (2)

Model (1) merupakan model estimasi
dengan menggunakan data cross section
sedangkan model (2) merupakan model
estimasi dengan menggunakan data panel, di
mana, POV adalah variabel terikat sedangkan
X! adalah variabel-variabel penjelas, i dan ¢
adalah propinsi ke-i dan waktu ke-t.
Penggunaan model estimasi panel mempu-
nyai beberapa keuntungan terutama peng-
gunaan restriksi terhadap koefisien koefisien
estimasi di mana o dan y dapat mempunyai
nilai yang tetap (fixed) atau berubah-ubah
(random).

Variabel-variabel penjelas dalam
penelitian ini pada umumnya berasal dari
model penelitian Levernier, et al (2002) dan
model Ravallion dan Wodon (1999). Tentu
saja, tidak semua variabel-variabel dalam
kedua penelitian tersebut diikutsertakan
dalam penelitian ini dan sebagian variabel
lainnya berbeda tingkat pengukurannya
dengan kedua penelitian tersebut. Variabel-
variabel itu adalah berikut ini:

a. YPC adalah tingkat pendapatan per kapita
per propinsi (dalam puluhan ribu rupiah).
b. IMP adalah pengeluaran pemerintah untuk
investasi sumber daya manusia perkapita
per propinsi (dalam ribu rupiah),
(penjumlahan pengeluaran pembangunan
sektor pendidikan, kebudayaan dan
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kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa; sektor kesehatan, kesejahteraan,
peranaan wanita, anak, dan remaja; sektor
tenaga kerja; dan sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi).

c. [IFP adalah pengeluaran pemerintah untuk
investasi fisik per kapita per propinsi

(dalam ribuan rupiah), (merupakan
pengurangan total pengeluaran pemba-
ngunan terhadap IMPC).

d. HH adalah angka harapan hidup (dalam
tahun).

e. MH adalah angka melek huruf persentase
dari total penduduk.

f. RS adalah rata-rata lama bersekolah
penduduk (dalam tahun).

g. HDI adalah indeks pengembangan manusia
(IPM) atau human development index
(HDI).

h. GEI adalah indeks partisipasi wanita
dalam ekonomi dan politik atau gender
empowerment index atau lebih tepat
disitilahkan women empowerment index.

i. RG adalah rasio Gini (dalam persen).

j- PNH adalah rasio populasi rumah tangga
yang tidak mendapat akses terhadap
fasilitas kesehatan (dalam persen).

k. PNW adalah rasio populasi rumah tangga
yang tidak mendapat akses terhadap air
bersih.

1. DT adalah variabel boneka untuk waktu
(dummy variable time) yang mencer-
minkan sebelum dan sesudah terjadinya
krisis. Nilai O untuk tahun 1996 dan nilai
1 untuk tahun 1999.

Variabel YPC, IMP, IFP, HH, MH,

RS, HDI, dan GEI diharapkan berpengaruh

negatif terhadap POV sedangkan variabel

RG, PNH, PNW, dan DT diharapkan berpe-

ngaruh positif. Tentu saja secara teoritis

kemungkinan adanya multikolinearitas antar
variabel-variabel di atas adalah nyata.

Misalnya antara variabel HDI dengan HH,

MH, RS, dan YPC yang merupakan unsur-

unsur perhitungan HDI sendiri. Oleh karena
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itu, akan dipresentasikan beberapa model
alternatif untuk menghindari hal tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang berasal dari
Indonesia Human Development Report
(2001). Analisis data menggunakan data per
propinsi seluruh Indonesia tahun 1996 dan
1999. Hasil empirik estimasi ditampilkan
dalam Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.

Tabel 6 menjelaskan hasil-hasil
estimasi berdasarkan data cross-section
tahun 1996 dan 1999. Tiap tahun disajikan
beberapa spesifikasi yang berbeda untuk
menghindari terjadinya multikolinearitas,
terutama hasil-hasil estimasi antara 1996(1)
dengan 1996(2) dan 1999(1) dengan 1999(2).
Sebagimana diketahui bahwa perhitungan
HDI didasarkan pada YPC, HH, MH, dan RS
sehingga jika diestimasi dalam satu persamaan
kemungkinan terjadinya multikolinearitas
sangat tinggi. Hasil-hasil estimasi 1996(3)
dan 1999(3) adalah estimasi-estimasi yang
hanya menyajikan variabel-variabel yang
signifikan saja berdasarkan estimasi 1996(1)
dan 1999(1). Di lain pihak hasil-hasil estimasi
1996(4) dan 1999(4) menyajikan variabel-
variabel yang signifikan saja berdasarkan
estimasi-estimasi 1996(2) dan 1999(2).

Berdasarkan hasil empirik yang
dijelaskan pada Tabel 6 dapat ditarik
kesimpulan utama bahwa tidak semua
komponen dalam HDI signifikan dalam
menjelaskan variasi kemiskinan. Namun
demikian, gabungan dari komponen-
komponen tersebut yang diwakili oleh HDI
sendiri ternyata menjadi variabel utama
yang secara konsisten (baik pada tahun 1996
maupun  1999)  menjelaskan  tingkat
kemiskinan antar propinsi (lihat persamaan
1996(2), 1996(4), 1999(2) dan 1999(4).
Pengaruh HDI ini adalah negatif yang
berarti kenaikan HDI akan menurunkan
tingkat kemiskinan. Kesimpulan utama ini
sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa kesimpulan yang menarik
lainnya adalah pertama, pendapatan perkapita
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(YPC) ternyata berpengaruh negatif terhadap
rasio kemiskinan per propinsi pada tahun
1996 (persamaan 1996(1) dan 1996(3)). Pada
tahun 1999 variabel ini ternyata menjadi
tidak signifikan. Kedua, investasi fisik dan
sumberdaya manusia oleh pemerintah
daerah ternyata tidak berpengaruh dalam
menanggulangi kemiskinan di daerah baik
pada tahun 1996 mapun 1999.

Ketiga, merupakan hal yang menarik
bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi
dan politik ternyata belum berpengaruh
secara signifikan terhadap rasio kemiskinan.
Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan
partisipasi perempuan dalam ekonomi dan
politik belum membawa dampak yang baik
bagi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun
1996 dan 1999. Keempat, tingkat melek huruf
(MH) pada tahun 1996 ternyata signifikan
dalam  menjelaskan  kemiskinan  antar
propinsi terutama pada estimasi 1996(3)
sementara rata-rata bersekolah (RS) juga
signifikan terutama pada estimasi 1999(3).

Kelima, tingkat rasio Gini (RG)
ternyata berpengaruh secara signifikan dan
positif terhadap rasio kemiskinan terutama
pada tahun 1999 (lihat estimasi 1999(3)).
Hal ini mengindikasikan bahwa setelah krisis
kenaikan kesenjangan pendapatan akan
menyebabkan meningkatnya tingkat kemis-
kinan.  Terakhir, berdasarkan  kriteria
Adjusted-R’, hasil-hasil estimasi yang paling
baik dalam menjelaskan variasi kemiskinan
di atas adalah estimasi 1996(3) pada tahun
1996 dan estimasi 1999(3) pada tahun 1999.

Hasil yang hampir mirip dengan
analsis cross section juga diindikasikan oleh
hasil-hasil empirik regresi dengan menggu-
nakan data panel sebagaimana ditampilkan
pada Tabel 7. Sekali lagi, dapat ditarik
kesimpulan utama bahwa variabel yang
konsisten pada tahun 1996 dan 1999
berpengaruh secara negatif dan signifikan
terhadap rasio kemiskinan per propinsi adalah
indeks pengembangan manusia (HDI) (lihat
estimasi (1.2)-(2.2)).
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Hasil-hasil lainnya mengindikasikan
bahwa hanya pada estimasi (2.1), variabel
pendapatan perkapita (YPC) mempunyai
pengaruh yang signifikan. Investasi sumber
daya manusia (IMP) dan investasi fisik (IFP)
oleh pemerintah daerah juga tidak signifikan
dalam menjelaskan tingkat kemiskinan.
Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas
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kesehatan (PNH) ternyata signifikan dan
positif dalam menjelaskan tingkat kemiski-
nan kecuali pada estimasi (1.1), (1.2), dan
(2.2). Hasil ini hampir sama dengan hasil
empirik yang menggunakan data cross
section sebelumnya.

Tabel 6.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi
Tahun 1996 dan 1999 (Regresi Data Lintas Propinsi)

, Tahun
l‘,’:r’";tl’:; 1996 1999
(1) @ ) (1) @ ©)] @)
Konstan 310,11 | 132,51 | 34358 | 14497 | -109.10] 79,31 5530 | 139,47
@637 | (2437 | (6:70F | (6427 | (058) | _(1.46) | (3297 | (3A1F
YPC 3,91 - 459 : 2.79 - :
(2.35p | (4,66) 0,99) :
AH 0,56 - - 0,48
(0,63) : : (:0,69)
MH 0,51 20,66 0,09
1,03) 429 0,15) :
RS 0,24 - - 8,46 8,58
0,04) - : @) T @22
HDI 1 175 185 - 173 - 1,80
(6,038 (5,66)° T (380¢ (2.80)
IMP 010 | 013 - 353 2,20 -
012 | (0.19) .48 | (1,04)
IFP 004 | 002 0,59 0,39
029) | (0,18) 158 | (.27
GEl 028 | 015 0,50 0,62
057) | (0.39) 092) | (1,13 :
RG 019 004 0,97 0,80 0,94
023 | (0,05) A77° | (1,65 | (2.64p
PNH 025 | 041 0,44 0,47 :
0,63 | (1,87° 197° | (1,93
PNW 017 | -0.20 0,25 0,22
0,96) | (1,10) : T @52 | (.24 - -
Ad-Fe 042 | 045 0,55 0,47 0,34 0,32 0,37 0,26
F-statistik 281 | 302 16,55 | 23,60 2.8 267 8,33 9,70
N 2% 2% 2% 2% 2% 26 26 26

Catatan: angka dalam kurung adalah nilai-t berdasarkan White Heteroskedasticity-Consistent Standard
Errors and Covariance, * signifikan 1%, * signifikan 5%, dan © signifikan 10%.

JEP Vol 7, No. 2, 2002

97



Samsubar Saleh, Faktor —faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia ISSN : 1410-1641

Tabel 7.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi Tahun
1996 dan 1999 (Regresi Panel Data Tanpa Penimbang)

;’ggjaetl’aes' (1.4) (2.1) (3.1) (1.2) 2.2) (3.2)
206,23 : : 103.28
Konstan - B.71): - - (3,24
0.60 2.60 0,58 ; ;
YPC 066 (237 [1.29) : :
» 20,39 0,44 123
(0,58) (0.74) (1.37)
T 20,06 0,31 1,02
(0.16) (0,95) A.17)
- 5,55 344 0.85
(4,36) (0,90) 0.12) : : :
- : 5 5 .03 180 0.15
: : T (425 775: | (0.25)
P ERE 088 050 125 0,88 045
(1.,33) (41,00 045 | (1,58) (.07 | (045
- 027 0.19 0.18 0.19 0.18 0.19
(1,85) [1.33) 088 (1,36 A3 (.05
o 0.50 0.4 0.12 0.96 0.40 0.25
.62 [1.47) 057 | (4341 43 ([.61)
i~ 0.73 0.69 0.15 0.94 0,58 0.12
.79 1,80 039 | (@79¢ {85 | (0.31)
o 0.48 0.32 0,05 0.60 0.42 0,05
{.,98) [1.33) 049 | (3.03F @.75: | (058)
oW 0,19 0,20 0,14 20,09 0,19 0,29
(41.,39) (41,60 0,55 | (0.70) @60 (1.3
o7 0,60 722 5,56 521 2,00 764
(0,66) .14 A5 1 (.24 (036) | (245
AR 0,40 0.47 0.94 0.38 0,49 0,95
F-statistik 441 5.05 24,59 5.49 706 | 27.83
N 52 52 52 52 52 52

Catatan: lihat Tabel 6. Pembagian model didasarkan pada konstanta. (1.1), (1.2) (none), (2.1), (2.2)
(common), dan (3.1) (3.2) (fixed effects).
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Tabel 8.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi Tahun
1996 dan 1999 (GLS Panel Dengan Penimbang)

Variabel
ponns | D | @M | @ | @m | a2 | e | ez | @en
232,00 120,27 100,63 98,25
Konstan T (782 T 218p (7,267 B21F
YPC 021 | 297 078 | 043 : :
072 | (626F | 3387 | (0.60)
HH 021 046 443 082
71 | 2390 | (26dp | (137)
MH 017 [ 0,06 120 02
083 | (032 | (.92r| (054)
RS 773 575 157 367
(B55F | (403 | (030)| (098 : : : :
HDI : : : A RERG 035 | 1,53
: : : T (918r | (53¢ | (.47) | (B55F
e 067 07| 071 06| 069] 02| 091 07
@28 | 036 | (40 (09 | (57| (054 | (243p | (1,09
IFP 024 0,12 022 0,24 0,11 0,07 0,26 0,23
@50 | (82¢ | (169 | (84 | (72¢ | (.28 | (@6F |  (,76F
GEl 0,52 0,24 0,05 0,32 085 038 030 035
G5F | G42r | (038 | (186 | (685F | (@64F | (366 | (2,04
RG 0,82 0,78 0,20 0,20 1,06 0,63 0,03 0,22
BSOF | B29r | (1291 075 Gise| @ep | 047 ] (099
PNH 030 013 0,05 0,03 0,40 033 | 0,03 005
BA6F | (817 | (104 (028 | (459 | (B88F | (062 | (055
PNW 044 019]  008] 015] -002] 048]  024] 012
2630 | [414p | (062 | (1,06 | (040) | (328F | (A,74¢ | (091)
oT 10,96 752 412 1078 806 | 0,19 853 2,47
977 | (6668 | (204F | @412 | 6958 | (042 | @67F | (1,07)
AR 0,98 0,99 0,99 094 097 098 099 004
N 5 52 52 52 5 5 52 52

Catatan: lihat Tabel 6. Pembagian model lihat Tabel 7.

Tingkat partisipasi politik dan
ekonomi perempuan (GEI) meskipun

DT ternyata hanya signifikan pada estimasi
(3.2). Hal ini mengindikasikan bahwa krisis

signifikan, ternyata tandanya tidak sesuai
dengan yang diharapkan (estimasi (1.2)).
Kecuali pada estimasi (3.1) dan (3.2),
kesenjangan pendapatan (RG) ternyata juga
signifikan dan positif dalam mempengaruhi
kemiskinan. Kenaikan rasio Gini yang
menggambarkan ~ semakin  melebarnya
kesenjangan pendapatan akan memperburuk
kemiskinan. Akhirnya, pengaruh krisis
ekonomi yang diwakili oleh variabel boneka

ekonomi telah mendorong memburuknya
rasio kemiskinan per propinsi di Indonesia
atau sekitar 7,64% lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 1996.

Hasil-hasil empirik  sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 7 ternyata masih
belum memuaskan karena sebagian besar
variabel penjelas ternyata tidak signifikan.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hasil
estimasi yang mengandung heteroskedastisitas.
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Metode yang digunakan untuk mengatasi
permasalahan ini adalah dengan menggunakan
metode estimasi Generalized Least Squares
(GLS). Metode ini menggunakan varian-
varian dari cross section sebagai faktor
penimbang (estimasi (1.1T)-(3.1T) dan (1.2T)-
(3.2T)) dan komponen-komponen varian dari
model (estimasi (4.1T) dan (4.2T)). Hasil
empirik estimasi dengan metode GLS
tersebut ditampilkan pada Tabel 8.

Hasil-hasil empirik yang diperoleh
dengan berbagai macam estimasi yang
dilakukan ternyata lebih informatif daripada
hasil-hasil empirik sebelumnya. Dengan
menggunakan komponen-komponen HDI
sebagai variabel penjelas menghasilkan
lebih banyak variabel-variabel penjelas yang
signifikan. Penggunaan berbagai macam
estimasi dengan asumsi terhadap koefisien-
koefisiennya memberikan hasil estimasi
yang cukup berbeda. Misalnya: dengan
menggunakan estimasi (1.1T) dan (3.1T)
mempunyai perbedaan yang mendasar
dengan hasil estimasi (2.1T) dan (4.1T)
tentang nilai dan signifikansi variabel YPC.
Dengan melihat nilai Adjusted-R’ untuk
estimasi (1.1T) - (4.1T) dan tingkat
signifikansi variabel-variabel penjelasnya,
maka dapat disimpulkan bahwa estimasi
yang paling baik adalah estimasi (2.1T).

Lebih lanjut, dengan menggunakan
variabel komposit HDI sebagai variabel
penjelas ditambah dengan variabel-variabel
penjelas lainnya di luar komponen HDI
menghasilkan estimasi (1.2T) sampai (4.1T)
pada Tabel 8. Hampir senada dengan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
estimasi (2.2T) merupakan estimasi yang
lebih baik dalam menjelaskan tingkat
kemiskinan antar propinsi.

Di dalam estimasi (2.1T) dan (2,2T)
diketahui bahwa pendapatan perkapita
(YPC) mempunyai pengaruh yang signifikan
dan negatif terhadap kemiskinan antar
propinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa
kenaikan  pendapatan  perkapita akan
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menurunkan tingkat kemiskinan. Di lain
pihak  kesenjangan  pendapatan  (RG)
mempunyai pengaruh yang positif terhadap
kemiskinan yang mengindikasikan bahwa
kenaikan pendapatan perkapita masih belum
merata sehingga masih berpotensi mening-
katkan kemiskinan.

Angka harapan hidup (HH) dan rata-
rata bersekolah (RS) mempunyai pengaruh
yang negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan angka
harapan hidup dan rata-rata bersekolah akan
menurunkan tingkat kemiskinan.

Dengan menggabungkan keempat
komponen di atas menjadi indeks pengem-
bangan manusia (HDI), diperoleh hasil yang
mengindikasikan signifkannya pengaruh
negatif HDI terhadap keminsikan. Oleh sebab
itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat
secara umum akan dapat menurunkan
tingkat kemiskinan.

Investasi sumberdaya manusia (IMP)
oleh pemerintah daerah ternyata tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kemiskinan. Di lain pihak, investasi fisik
(IFP) justru signifikan, namun dengan arah
yang tidak diharapkan, yaitu positif. Hal ini
menunjukkan bahwa investasi fisik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah justru
meningkatkan kemiskinan. Investasi fisik
yang dilakukan oleh pemerintah daerah
tersebut selama ini, kemungkinan besar
tidak merata dan tidak menyentuh kantong-
kantong kawasan miskin di daerahnya.

Tingkat partisipasi politik dan ekonomi
dari perempuan ternyata juga signifikan
namun dengan arah yang juga tidak
diharapkan, yaitu positif. Hal ini kemungkinan
disebabkan kesenjangan tingkat partisipasi
politik dan ekonomi perempuan di sektor-
sektor formal dengan sektor-sektor informal
atau sektor ekonomi dan politik yang sebagian
besar ditekuni oleh keluarga-keluarga
miskin di daerah.

Populasi penduduk tanpa akses pada
fasilitas kesehatan (PNH) ternyata signifikan
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dan positif pengaruhnya terhadap tingkat
kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan
populasi penduduk ini akan memperburuk
tingkat kemiskinan antar propinsi. Di lain
pihak, populasi penduduk yang tidak
mempunyai akses pada air bersih (PAW)
ternyata juga signifikan, namun dengan
pengaruh yang negatif. Hal tidak sesuai
dengan yang diharapkan.

Terakhir adalah pengaruh krisis
ekonomi yang dicerminkan variabel boneka
waktu (DT) terhadap kemiskinan. Dengan
menggunakan estimasi (2,1T), ternyata
krisis ekonomi mempunyai pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap kemiskinan
meskipun dengan estimasi (2,2T) tidak
signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa
tingkat kemiskinan tahun 1999 lebih tinggi
sebesar 10,96% dibandingkan dengan tahun
1996.

KESIMPULAN

Ada dua model estimasi final yang
dipresentasikan  dalam  penelitian  ini.
Perbedaan antara kedua model estimasi
tersebut terletak pada penggunaan variabel
penjelas HDI. Model estimasi pertama
adalah dengan menggunakan komponen-
komponen HDI sebagai variable-variabel
penjelas. Di lain pihak, model estimasi
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kedua menggunakan indeks komposit HDI
sendiri sebagai variable penjelas.

Berdasarkan hasil-hasil empirik dalam
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah
indeks pembangunan manusia (terdiri dari
pendapatan perkapita, angka harapan hidup,
rata-rata  bersekolah), investasi  fisik
pemerintah daerah, tingkat kesenjangan
pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan
politik perempuan, populasi penduduk tanpa
akses terhadp fasilitas kesehatan, populasi
penduduk tanpa akses terhadap air bersih,
dan krisis ekonomi.

Beberapa implikasi kebijakan yang
dapat dilakukan adalah berikut ini. Pertama,
peningkatan kualitas pengembangan manusia
melalui peningkatan pendapatan, fasilitas
pendidikan dan kesehatan. Kedua, di saat
bersamaan dilakukan kebijakan yang dapat
mendukung pemertaan pendapatan. Ketiga,
investasi fisik dilakukan secara merata
dengan prioritas pada kawasan-kawasan
padat keluarga miskin. Keempat, pemerataan
kesempatan ~ bagi  perempuan  untuk
berpartisipasi dalam sektor-sektor informal
ekonomi dan politik, sektor di mana sebagian
besar keluarga miskin berasal.
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LAMPIRAN
STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel Mi:irlﬂjm Mali\lsi!ﬁlum Rata-rata gﬁéﬁgg Std. Deviasi | Varian ISIkewness . %(urlosis Jumiah .

Nilai |Std. Error| Nilai |Std. Error |Observasi
POV96 2,35 44,57 19,41 2,11 10,74 115,39 | 0,95 046 | 042 0,89 26
YPC96 | 54,43 61,23 58,20 0,26 1,32 1,74 1-0,16 046 | 259 0,89 26
HH96 54,90 70,20 64,57 0,63 3,23 | 10,46 |-0,74 046 | 2,07 0,89 26
MH96 67,40 96,80 86,67 1,59 8,11 | 65,82 |-0,98 046 | 0,29 0,89 26
RS96 4,60 9,50 6,43 0,19 0,98 0,97 | 0,80 046 | 2,73 0,89 26
IMP96 0,79 15,68 3,05 0,61 3,09 9,52 | 3,12 046 |11,37 0,89 26
IFP96 5,24 85,92 22,55 3,41 17,37 301,66 | 2,18 046 | 6,22 0,89 26
GEI96 52,20 66,40 59,57 0,72 3,66 | 13,40 |-0,17 046 |-058 0,89 26
RG96 25,00 39,00 30,58 0,70 3,55 | 12,57 | 0,89 046 | 045 0,89 26
PNH96 0,50 35,30 12,64 1,69 8,64 | 74,67 | 0,89 046 | 0,51 0,89 26
PNW96| 36,00 83,80 55,40 2,30 11,73 [137,69 | 0,48 046 | 0,01 0,89 26
HDI96 56,70 76,10 67,72 0,80 4,08 | 16,64 |-0,82 0,46 1,46 0,89 26
BH96 3,20 32,60 13,33 1,59 8,11 | 65,82 | 0,98 046 | 0,29 0,89 26
POV99 3,99 54,75 23,66 2,38 12,12 (146,82 | 0,87 046 | 0,82 0,89 26
YPC99 | 56,28 59,78 57,61 0,17 0,87 0,75 | 0,69 046 | 0,48 0,89 26
HH99 57,80 71,10 66,21 0,59 3,00 8,99 [-0,78 0,46 1,24 0,89 26
MH99 71,20 97,80 89,24 1,43 7,27 | 52,84 |-1,07 0,46 0,44 0,89 26
RS99 5,20 9,70 6,88 0,19 0,95 0,90 | 0,72 0,46 1,87 0,89 26
IMP99 0,61 8,25 2,44 0,37 1,87 3,51 | 1,57 046 | 2,55 0,89 26
IFP99 4,95 49,19 21,38 2,43 12,39 [153,49 | 0,65 046 |-0,36 0,89 26
GEI99 38,10 58,80 48,83 0,92 471 | 22,14 | 0,02 046 | 0,14 0,89 26
RG99 25,00 46,00 29,19 0,98 497 | 24,72 | 2,76 046 | 7,37 0,89 26
PNH99 2,00 43,30 24,45 1,91 9,73 | 94,73 |-0,02 046 | 0,05 0,89 26
PNW99| 34,20 78,40 52,44 2,13 10,85 (117,62 | 0,54 046 | 0,03 0,89 26
HDI99 54,20 72,50 64,47 0,71 3,62 | 13,10 |-0,63 0,46 1,83 0,89 26
BH99 2,20 28,80 10,76 1,43 7,27 | 52,84 | 1,07 0,46 0,44 0,89 26
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